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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan 

akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan 

Keuangan dan Laporan Kinerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah satu entitas 

pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan berbasis 

akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan 

Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan 

Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan 
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Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2024 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 

yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2023, dan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 16  Oktober 2024. 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan 

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya 

dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah 

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding. 

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat 

ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif 

sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 

tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Neraca Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tengah menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas Aset, 

Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Dari Neraca dapat diperkirakan 

potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan dana yang harus dicadangkan 

untuk pelunasan kewajiban jangka pendek. Laporan Operasional menyajikan 

ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang 

dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, 

beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Arus Kas menyajikan informasi 

kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris 

yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas 
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Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan 

Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 

perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada 

tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan 

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, 

perlu dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisikan informasi 

untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK 

dimaksud adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang 

menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana 

dijelaskan di atas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 

2024 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai 

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2024 dan 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat, 

legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama 

digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai 

efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya 

yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: 
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1. Akuntabilitas 

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. 

2. Manajemen 

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2023 sehingga 

memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas 

seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

masyarakat.  

3. Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan 

pada peraturan perundang-undangan. 

 Tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah 

untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 

dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; 

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; 

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 
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5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 

mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendanai aktivitasnya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif 

dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi 

besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, 

sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan 

ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan 

menyediakan informasi mengenai Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LRA, 

Belanja, Transfer, Pembiayaan, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, 

dan Arus Kas. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat 

dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan 

gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tengah selama satu periode. 

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dasar penyusunannya 

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, Permendagri Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disusun 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah 

antara lain: 
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1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; 

2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2022 tentang sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022  tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

Anggaran 2024; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun Anggaran 2024; 

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024; 

20. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2024. 

 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab I   Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 

APBD 

2.1 Ekonomi Makro 
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2.2 Kebijakan Keuangan 

2.3 Pengungkapan Kinerja Mandatory Spending Dalam Postur APBD 

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan 

3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

Bab IV Kebijakan Akuntansi 

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

4.2 Basis Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan 

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 

 5.1  Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran  

 5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih 

 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 

 5.4 Penjelasan Laporan Operasional 

 5.5 Penjelasan Laporan Arus Kas 

 5.6 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 

 5.7 Pengungkapan Akun-Akun Lainnya 

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan 

6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah 

6.2  Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah 

6.3   Informasi Tambahan Lainnya 

Bab VII Penutup   
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN 

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 

 

2.1 Ekonomi Makro 

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang 

mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat 

difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan 

mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan 

target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu 

pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 atau tahun 

sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,41%; 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,95%; 

3. Rasio Gini sebesar 0,304%; 

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,66%; 

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,91% dan 

6. Tingkat Inflasi sebesar 2,35%. 

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menurut 

data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 

1. Tingkat Kemiskinan pada September 2024 sebesar 11,04%; 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka  Sakernas Agustus 2024 sebesar 2,94%; 

3. Rasio Gini September 2024 sebesar 0,309%; 

4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,24%; 

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 9,89% dan 



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tahun Anggaran 2024 dan 2023  

 

 LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Audited)  Bab II - 10 

 

6. Tingkat Inflasi Gabungan sebesar 1,29%. 

 

2.1.1  Tingkat Kemiskinan 

Kemiskinan diukur dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis 

Kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari 2 komponen, yaitu Garis 

Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), 

perhitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan 

dan perdesaan.  

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan 

minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. 

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-

padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, 

buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) 

adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan 

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis Kemiskinan per 

rumah tangga dihitung dari garis kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata 

banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin. Penduduk miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan 

dibawah Garis Kemiskinan. 

Secara umum, pada periode September 2013 - September 2024, tingkat 

kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah 

maupun persentasenya, walaupun pada periode September 2015 hingga 

September 2017 tingkat kemiskinan tersebut menunjukkan fluktuasi yang 

akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan. Kemiskinan September 2024 
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sebesar 11,04 persen menjadi angka kemiskinan terkecil selama ini di Provinsi 

Sulawesi Tengah. Perkembangan tingkat kemiskinan September 2013 sampai 

dengan September 2024 ditunjukkan oleh  Gambar dibawah berikut: 

 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

Gambar 2.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Tengah  September 2013 –  

September 2024 

 

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2024 

mencapai 358,33 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 21,43 

ribu orang dibandingkan Maret 2024, dan jika dibandingkan keadaan Maret 2023 

jumlah penduduk miskin tersebut juga turun sebanyak 37,33 ribu orang. 

Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 11,04 

persen, menurun sebesar 0,73 persen poin terhadap Maret 2024 dan 1,37 persen 

poin terhadap Maret 2023. 

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 dan 

September 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 

12,07 ribu orang, dan di daerah perdesaan turun sebesar 9,36 ribu orang. 

Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,61 persen menjadi 7,34 persen, 

sedangkan di perdesaan turun dari 13,33 persen menjadi 12,90 persen. 
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Tabel 2.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,  

Maret 2023-September 2024 

 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

 

1. Perkembangan Garis Kemiskinan, Maret 2023 - September 2024  

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan 

makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk 

mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin 

adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di 

bawah Garis Kemiskinan.  

Selama periode Maret 2024 hingga September 2024, Garis Kemiskinan naik 

sebesar 1,30 persen, yaitu dari Rp600.872,- per kapita per bulan pada Maret 2024 

menjadi Rp608.687,- per kapita per bulan pada September 2024. Sementara pada 

periode Maret 2023 - September 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,12 

persen, yaitu dari Rp568.248,- per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi 

Rp608.687,- per kapita per bulan pada September 2024.  

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari 

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), 

terlihat pada Tabel 4 bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar 

dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM 

terhadap GK pada September 2024 sebesar 74,99 persen. 
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Tabel 2.2 

Daftar Komoditi Yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan  

beserta Kontribusinya 

 

 
Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

 

Pada September 2024, komoditi makanan dan bukan makanan yang 

memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di 

perdesaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi 

sumbangan sebesar 22,86 persen di perkotaan dan 24,43 persen di perdesaan, 

diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK, 

yakni sebesar 9,59 persen di perkotaan dan 16,39 persen di perdesaan. Komoditi 

makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah 

Tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk 

komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK 
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perkotaan dan perdesaan adalah perumahan (9,63 persen di perkotaan, dan 

10,20 persen di perdesaan), diikuti bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan 

mandi. 

2. Garis Kemiskinan per Rumah Tangga 

Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-

rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk 

memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. Secara rata-rata garis 

kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar 

Rp3.305.170,-/bulan, naik sebesar 2,05 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang 

sebesar Rp3.238.700,-/bulan. 

Tabel 2.3 

Garis Kemiskinan per Rumahan Tangga Miskin, Maret 2024 dan September 2024 

 
 

 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

 

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase 

penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman 

dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran 

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap 

garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan 

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Pada periode Maret 2024-September 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan 

(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks 

Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 adalah 2,103 turun menjadi 1,716 pada 
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September 2024, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada Maret 2024 

adalah 0,531 turun menjadi 0,414 pada September 2024 

Tabel.2.4 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di 

Sulawesi Tengah Menurut Daerah, Maret 2023 – September 2024 

 
 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

 

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, nilai Indeks 

Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah 

perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2024, nilai 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,95 

sedangkan di daerah perdesaan mencapai 2,10. Sementara itu nilai Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,16, sedangkan di daerah 

perdesaan mencapai 0,54 

 

4. Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan 

Beberapa faktor yang terkait dengan tingkat kemiskinan selama periode 

Maret 2024 hingga September 2024 antara lain adalah:  

a. Perekonomian triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08 persen terhadap 

triwulan III tahun 2023.  

b. TPT Agustus 2024 sebesar 2,94 persen, turun 0,01 poin dibanding TPT Agustus 

2023 yang sebesar 2,95 persen.  

c. TPAK Agustus 2024 sebesar 71,10 persen, naik 1,25 poin dibanding TPT 

Agustus 2023 yang sebesar 69,85 persen.  
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d. NTP September 2024 sebesar 115,85, turun 3,28 poin dibanding NTP 

Maret 2024 yang sebesar 119,13.  

e. Inflasi September 2024 relatif terkendali sebesar 2,15 persen (y-on-y). 

f. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga terjadi di sejumlah provinsi di 

Indonesia seperti harga beras dan lain lain. Tetapi untuk Sulawesi 

Tengah, masih terkendali. 

 

5. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi 

Pada Maret 2024 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding 

provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah 

penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 358,33 ribu orang adalah tertinggi 

kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah 

perkotaan dan perdesaan.  

Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 11,04 

persen juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka 

persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang 

serupa, di mana untuk daerah perkotaan sebesar 7,34 persen merupakan 

tertinggi kedua setelah Sulawesi Barat, sedangkan untuk perdesaan sebesar 12,90 

persen merupakan tertinggi kedua setelah Sulawesi Tenggara. 

Tabel 2.5  

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Sulawesi, Maret 2024 

dan September 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 
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Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam 

upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah 

bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui berbagai 

intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi pasar dan 

pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah 

yang harus dibangun terus-menerus yaitu : 

a. Memperluas kesempatan kerja (Pomoting Opportunities for the Poor); 

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Facilitating Empowerment);  

c. Memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security). 

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka 

penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik 

yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan. 

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dilakukan 

melalui program : 

a. Program penanganan fakir miskin. 

b. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 

c. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 

d. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 

e. Program perlindungan sosial korban bencana alam. 

f. Program Perlindungan sosial korban bencana sosial. 

g. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH). 

2.1.2  Tingkat Pengangguran Terbuka  

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang 

mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah 

siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak 
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terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya 

pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 2,94 persen. Hal 

ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 2 orang penganggur. 

Selama empat tahun terakhir, TPT menunjukan tren menurun hingga Agustus 

2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,01 persen poin 

dibandingkan dengan Agustus 2023.  

Tabel 2.6  

Karakterisitik Pengangguran 

Agustus 2021-Agustus 2024 

 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

 

 Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 2,60 persen, lebih rendah 

dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,50 persen. TPT laki-laki dan perempuan 

turun dibandingkan Agustus 2023, masing-masing sebesar 0,02 persen poin. 

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,22 persen) lebih 

tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,27 persen). Dibandingkan Agustus 

2023, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,26 persen poin sedangkan 

TPT perdesaan meningkat sebesar 0,06 persen poin.  



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tahun Anggaran 2024 dan 2023  

 

 LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Audited)  Bab II - 19 

 

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh 

angkatan kerja, TPT menurut pendididikan tertinggi yang ditamatkan juga 

mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2021 sampai dengan Agustus 

2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih 

merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, 

yaitu sebesar 6,63 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah 

pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,61 persen. 

Dibandingkan Agustus 2023, penurunan TPT terjadi pada jenjang 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Universitas, 

dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Universitas yaitu sebesar 

0,82 persen poin. Sementara itu, lulusan SD ke bawah, Sekolah Menengah 

Kejuruan, dan Diploma I/II/III mengalami kenaikan TPT, dengan kenaikan terbesar 

pada jenjang pendidikan Diploma I/II/III yaitu sebesar 2,65 persen poin. 

 

 

Gambar 2.2 

Perkembangan TPT menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 

2023-2024   

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 
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Selama dua tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. 

Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah 

Atas sebesar 38,38 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma 

I/II/III dan Universitas masing-masing sebesar 2,73 persen dan 10,04 persen. 

1. Karakteristik Penduduk Bekerja 

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud 

memperoleh atau membantu  memperoleh penghasilan atau keuntungan paling 

sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Untuk melihat struktur 

penduduk bekerja maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik 

penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan pekerjaan utama, status 

pekerjaan utama, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja 

selama seminggu yang lalu. 

• Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat 

menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-

masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024,  tiga  lapangan  

pekerjaan  dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 40,59 persen; Perdagangan Besar 

dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,15 

persen; dan Industri Pengolahan sebesar 8,5 persen. Dominasi lapangan 

pekerjaan hampir sama baik untuk Agustus 2023 maupun Agustus 2024. 

• Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama 

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan 

menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan 

formal mencakup mereka yang berusaha dengan dibantu buruh 

tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya 

dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu 
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buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja 

keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja di kegiatan 

informal sebanyak 1.046,05 ribu orang (65,43 persen), sedangkan yang 

bekerja di kegiatan formal sebanyak 552,60 ribu orang (34,57 persen). 

Dibandingkan Agustus 2023, persentase penduduk bekerja pada kegiatan 

formal mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen. 

Tabel 2.7  

Karakterisitik Penduduk Bekerja 
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• Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka 

yang berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat 

SD/tamat SD) yaitu sebesar 36,76 persen. Sementara tenaga kerja yang 

berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas masing-masing sebesar 

1,85 persen dan 11,90 persen. 

• Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja 

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 

35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 67,82 persen pada Agustus 

2024. Sementara itu, 32,18 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh 

(jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Pekerja tidak penuh 

dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan 

pekerja paruh waktu. Dibandingkan Agustus 2023, pekerja tidak penuh 

mengalami penurunan sebesar 1,73 persen. 

 

2. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja 

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 

tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya 

jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 

sebanyak 2.316,61 ribu orang, naik sebanyak 34,32 ribu orang dibandingkan 

Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, 

yaitu 1.647,09 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 

669,52 ribu orang. 

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 1.598,66 ribu 

orang penduduk bekerja dan 48,43 ribu orang pengangguran. Apabila 

dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 52,85 

ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 51,49 ribu orang, sementara 

pengangguran bertambah sebanyak 1,36 ribu orang.  
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara umum memiliki tren 

meningkat sejak Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 

2024 sebesar 71,10 persen, naik 1,25 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK 

adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK 

mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara 

ekonomi di suatu wilayah.  

 

2.1.3  Rasio Gini 

Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan 

pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang 

telah diakui secara luas. Rasio Gini dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula 

dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif 

antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan 

kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai 

dari Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana: 

a. Rasio Gini sama dengan 0, Menunjukkan distribusi pendapatan merata 

sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian 

pendapatan yang sama. 

b. Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata 

mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan 

tertentu saja. 

1.  Perkembangan Gini Ratio September 2019 – September 2024 

Sejak September 2019, angka gini ratio Sulawesi Tengah terus mengalami 

penurunan sampai dengan Maret 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama 

periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di 

Sulawesi Tengah. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, angka gini ratio 

mengalami kenaikan pada September 2021. Setelah tahun 2021, angka gini ratio 
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terus mengalami penurunan hingga Maret 2024 mencapai 0,301 yang merupakan 

terendah sepanjang September 2019–Maret 2024 (Gambar 1). Artinya, 

pemerataan pegeluaran penduduk Sulawesi Tengah pada Maret 2024 semakin 

baik. Namun, gini ratio kembali naik menjadi 0,309 pada September 2024. Jika 

dilihat berdasarkan daerah, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2024 

adalah sebesar 0,340, tidak berubah dibanding Maret 2024, dan turun 0,004 poin 

dari Maret 2023 yang sebesar 0,344. Untuk daerah perdesaan, pada September 

2024 gini ratio adalah sebesar 0,271 naik sebesar 0,012 poin dibanding Maret 

2024 yang sebesar 0,259, dan 0,006 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 

0,265.

 

Gambar 2.3 

Perkembangan Rasio Gini, September 2019 – September 2024 

 

2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2023 – September 2024 

Selain gini ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah 

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang 

dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, pada September 



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 
Catatan Atas Laporan Keuangan 
Tahun Anggaran 2024 dan 2023  

 

 LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 (Audited)  Bab II - 25 

 

2024, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah 

adalah sebesar 21,80 persen. Kondisi ini menurun 0,25 persen poin dibandingkan 

kondisi Maret 2024 yang sebesar 22,05 persen dan meningkat 0,31 persen poin 

dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 22,11 yang berarti ada pada kategori 

ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen 

terbawah pada Maret 2023 ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 

kondisi September 2022 yang sebesar 21,96 persen dan kondisi Maret 2022 yang 

sebesar 21,73 persen. 

Jika dilihat berdasarkan daerah, pada September 2024 persentase 

pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan 

adalah sebesar 19,94 persen. Persentase ini menurun 0,14 persen poin 

dibandingkan angka Maret 2024 yang sebesar 20,08 persen dan meningkat 0,09 

persen poin dari angka Maret 2023 yang sebesar 19,85 persen. Sementara itu, 

persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah 

perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 23,48 persen. Angka ini 

mengalami penurunan sebesar 0,4 persen poin dibanding kondisi Maret 2024 

yang sebesar 23,88 persen, dan 0,41 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang 

sebesar 23,89 persen. 

3. Gini Ratio Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi pada Maret 2023–

September Maret 2024 

Pada September 2024, provinsi dengan gini ratio tertinggi di Pulau Sulawesi 

adalah Gorontalo, yaitu sebesar 0,413. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah 

tercatat memiliki gini ratio terendah yaitu sebesar 0,309 (tabel 2). Jika 

dibandingkan dengan gini ratio nasional yang sebesar 0,381, Sulawesi Tengah 

masih memiliki gini ratio yang lebih rendah dari level nasional dan menempati 

urutan ke-12 terendah.  
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Tabel 2.8 

Rasio Gini Menurut Provinsi Se-Sulawesi 

 
 

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2024 

2.1.4  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur 

kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolak ukur 

diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu 

wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah terbelakang.  

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat 

(a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent 

standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur 

Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai 

oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian 

menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur 

melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata 

Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke 

atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) 

didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal (tahun) yang diharapkan akan 

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang 

layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari 

nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). 
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Pembangunan manusia di Sulawesi Tengah terus mengalami kemajuan. 

Status pembangunan manusia di Sulawesi Tengah berada di level “tinggi”. Selama 

2020—2024, IPM Sulawesi Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per 

tahun, dari 70,31 pada tahun 2020 menjadi 72,24 pada tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, 

terutama standar hidup layak. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan 

yaitu Umur Harapan Hidup sebesar 0,25 persen dibanding tahun sebelumnya 

sebesar 0,24 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,89 persen 

dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,79 persen. Sementara pertumbuhan 

Harapan Lama Sekolah (HLS) sama dengan pertumbuhan tahun 2023 yaitu 0,08 

persen dan Pengeluaran Riil per Kapita tumbuh sebesar 3,81 persen, melambat 

dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,67. 

 

 

 

 

Gambar 2.4 

Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2020 -2024 
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Tabel 2.9 

Indeks Pembangunan Manusia Menurut Dimensi Penyusunnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi 

umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama 

periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,53 tahun atau rata-rata 

tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sulawesi Tengah 

adalah 70,31 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 70,84 tahun. UHH tahun 2024 

meningkat 0,18 tahun (0,25 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2023 (0,17 persen per tahun). 

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan 

Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah 

(RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS 

Sulawesi Tengah rata-rata meningkat 0,32 persen per tahun, sementara RLS 

meningkat 0,59 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,08 

persen) dibandingkan tahun 2023, sementara RLS meningkat 0,08 tahun (0,89 

persen) dibandingkan tahun 2023.Pada dimensi pengetahuan, harapan lama 

sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 

sebelumnya, dari 13,32 menjadi 13,33 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah 
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(RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,07 tahun, dari 8,89 tahun 

menjadi 8,96 tahun pada tahun 2023.  

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar 

hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun 

(atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran 

riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Tengah mencapai 

Rp10,54 juta per tahun. Capaian ini meningkat 387 ribu rupiah (3,81 persen) 

dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dbandingkan rata-rata pertumbuhan 

2020—2023 yang sebesar 2,84 persen per tahun. 

 

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 

• Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2023 tumbuh 9,89 persen; 

• Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 10,29 persen  

(Y-on-Y); 

• Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan IV-2024 tumbuh sebesar 2,72 persen  

(Q-to-Q). 

 

1. Menurut Lapangan Usaha 

Ekonomi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 

9,89 persen. Pertumbuhan terjadi di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha 

yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 

19,12 persen. Diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,48 persen; dan 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen. Sementara itu, 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan 

Penggalian yang juga memiliki peran dominan masing-masing mengalami 

pertumbuhan sebesar 1,93 persen dan 6,19 persen.  

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga 

berlaku tahun 2024 terus mengalami pergeseran. Perekonomian Sulawesi Tengah 
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masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 41,18 

persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,80 persen; 

Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,64 persen; Konstruksi sebesar 8,32 

persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 5,77 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam 

perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 85,72 persen.  

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan III-2024 (q-

to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 2,72 persen. Pertumbuhan terjadi pada 

semua lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian; dan Jasa Keuangan 

dan Asuransi yang masingmasing terkontraksi sebesar 2,40 persen dan 5,16 

persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah 

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 18,42 

persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang 

juga memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 persen. 

 

Gambar 2.5 

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen) 
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Tabel 2.10 

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut  

Lapangan Usaha  (c-to-c)  (persen) 

 

 

2. Menurut Pengeluaran 

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami pertumbuhan 

sebesar 9,89 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. 

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 
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18,87 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 13,13 

persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) sebesar 9,97 persen; 

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 5,08 

persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 

3,40 persen;. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor 

pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 16,52 persen.  

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga 

berlaku Tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian 

Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu 

sebesar 108,93 persen; diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruro 

(PMTB) sebesar 41,54 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

(PK-RT) sebesar 28,15 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-

P) sebesar 6,84 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,39 

persen; dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,61 persen. Sementara itu, 

Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki 

peran sebesar 87,45 persen. 

 

Gambar 2.6 

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen) 
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Tabel 2.11 

Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut  

Pengeluaran 2024 

 
 

Catatan : 

• q-to-q: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya 
• y-on-y: PDB atas dasar harga konstan pada suatu triwulan dibandingkan dengan triwulan yang 

sama tahun sebelumnya 

• c-to-c: PDB atas dasar harga konstan kumulatif sampai dengan triwulanan dibandingkan 

periode kumulatif yang sama pada tahun sebelumnya 

 

2.1.6   Inflasi   

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di 

dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang 

dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi 

dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa 

secara umum.  
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Pada Desember 2024 inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah 

sebesar 1,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,16. Inflasi 

tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 2,75 persen dengan IHK sebesar 108,86 dan 

deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 0,35 persen dengan IHK 

sebesar 110,26. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang 

ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: 

kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07 persen; kelompok 

pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan 

bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok perlengkapan, 

peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,42 persen; kelompok 

kesehatan sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; 

kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,12 persen; kelompok 

pendidikan sebesar 4,30 persen; kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran sebesar 3,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan 

jasa lainnya sebesar 6,75 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang 

mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa 

keuangan sebesar -0,04 persen.  

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Desember 2024 sebesar 0,32 

persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 1,29 persen. 

 

2.2 Kebijakan Keuangan 

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 yang 

meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban 

mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 

terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. 

1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada: 

a. Pendapatan Asli Daerah. 

b. Pendapatan Transfer. 

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah. 

2. Belanja dikelompokkan menjadi: 

a. Belanja Operasi 

b. Belanja Modal 

c. Belanja Tidak Terduga 

d. Belanja Transfer 

3. Pembiayaan meliputi: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah. 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan 

pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus 

anggaran. 

 

2.2.1  Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 

Arah kebijakan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 ditujukan untuk 

mengimplementasikan program dan kegiatan yang berfokus pada optimalisasi 

pengelolaan potensi daerah melalui peningkatan kerjasama antar daerah, 

menjamin kelancaran pola distribusi dan perluasan pasar bagi komoditas 

unggulan daerah, meningkatkan perluasan kesempatan kerja, mewujudkan 

peningkatan pendapatan masyarakat, menciptakan iklim kondusif bagi 

tumbuhnya usaha kecil menengah dan sektor informal serta mewujudkan 

peningkatan Pendapatan Asli Daaerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah. 

Kebijakan keuangan daerah dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas misi ke-
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3 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu mewujudkan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan 

penguatan kelembagaan. Misi ini dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga 

pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat dan terhindar dari kerentanan 

sosial yang dihadapi masyarakat miskin dan penyintas bencana alam dan sosial, 

sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalaam 

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi 

Sulawesi Tengah.  

Tema pembangunan RKPD Sulawesi Tengah Tahun 2024 mempedomani 

tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Sulawesi Tengah 2021-2026. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut maka Tema RKPD Sulawesi Tengah 

Tahun 2024 adalah “Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan 

Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya 

Manusia Yang Berdaya Saing” diarahkan pada prioritas pembangunan daerah 

sebagai berikut :  

1. Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang 

berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan 

Masyarakat 

Isu penting dalam ketahanan pangan di Sulawesi Tengah adalah harga 

pangan yang kurang kompetitif. Harga menjadi pertimbangan penting ketika 

konsumen membeli bahan pangan/makanan. Harga rata-rata pangan lokal 

saat ini tidak kompetitif dibandingkan dengan beras dan terigu karena masih 

relatif lebih mahal.  

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan 
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keamanannya. Situasi ketersediaan pangan wilayah Sulteng secara potensial 

bukan merupakan daerah cadangan pangan seperti Kabupaten Tojo Una-

Una, Banggai Laut, Morowali antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan 

pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu 

keanekaragaman ketersediaan pangan. Isu strategis lainnya terkait dengan 

pengembangan tanaman perkebunan adalah deforestrasi terutama dari 

kelapa sawit. Realitanya Industri kelapa sawit nasional telah berkontribusi 

mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 

16 juta pekerja. Pada tahun 2024 Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk 

merencanakan peremajaan (replanting) kurang lebih 180 ribu hektar kebun.  

Searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng Sejahtera, dimana 

dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk 

mewujudkan Percepatan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 bagi Petani, 

Nelayan, Buruh, dan Korban PHK melalui Peningkatan sarana, Prasarana, 

dan Teknologi Pertanian, Padat Karya, dan Penciptaan Lapangan Kerja Baru. 

Program pengembangan perikanan di daerah ini, terdapat empat poin yang 

menjadi penekanan dalam rapat koordinasi antar bidang terkait dengan 

pemasaran hasil perikanan daerah yakni: (1) pelaku usaha agar terus 

meningkatkan kualitas hasil tangkapan budidaya maupun pengolahan; (2) 

pelaku usaha perikanan agar memanfaatkan pintu ekspor Sulawesi Tengah 

secara maksimal baik lewat udara maupun laut; (3) instansi/lembaga yang 

terkait agar membantu pelaku usaha dalam peningkatan volume dan 

frekuensi eksport perikanan Sulawesi Tengah ke mancanegara; dan (4) 

Pelaku usaha jasa pengangkutan baik itu maskapai penerbangan, 

perusahaan kapal pengangkut, ekspedisi dan kargo agar turut membantu 

ekspor perikanan dengan memastikan besaran harga jasa yang ditawarkan 

sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Prioritas dan fokus pembangunan 
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daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 merupakan upaya untuk 

mencapai target kinerja utama daerah tahun 2024. 

2. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk 

mengurangi kesenjangan wilayah 

Untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna 

mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber 

daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sektor ekonomi terutama 

usaha kecil menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan 

konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi 

berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi 

sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan 

pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar 

daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang 

menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-

wilayah hinterland , searah dengan program prioritas mewujudkan Sulteng 

Maju, dimana dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mewujudkan: (a). Pembangunan Infrastruktur strategis; (b). 

Pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif; (c). Desa terang dan 

terkoneksi internet, melalui Program:  

a. Program Penyelenggaraan Jalan;  

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;  

c. Program Pengembangan Perumahan;  

d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);  

e. Program Pengelolaan Pelayaran; 

f. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;  
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g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan. 

3. Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang 

berdaya saing sebagai motor penggerakan utama perekonomian 

daerah. 

Peningkatan penyelenggaraan Akses dan Mutu pelayanan Pendidikan dan 

kesehatan, yang difokuskan pada:  

a. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas 

melalui peningkatan keterjangkauan pendidikan untuk jenjang pendidikan 

menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; peningkatan 

kualitas dan distribusi prasarana dan sarana pendidikan serta mendukung 

akses teknologi informasi; peningkatan kesejahteraan, kualitas dan distribusi 

pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan kurikulum berbasis skill, 

knowledge, attitude dan learning culture; penguatan pendidikan kejuruan 

dan vokasi; penguatan pendidikan karakter; pengembalian anak tidak 

sekolah; penguatan literasi masyarakat; dan pengembangan nilai-nilai 

budaya masyarakat.  

b. Pembangunan Kesehatan melalui penguatan sistem Kesehatan daerah 

meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, 

penguatan puskesmas dan pelayanan rumah sakit, pemenuhan dan 

pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan Kesehatan di wilayah perbatasan, 

kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan. 

Sulteng Cerdas dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mewujudkan: (a). SMA/SMK Gratis dan beasiswa sekolah bagi 

keluarga miskin; (b). Jaminan Kesehatan Gratis; (c) Percepatan Penurunan 

Stunting; dan (d) Gratis Pelayanan Pendidikan, yang dirumuskan melalui 

Program:  
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a. Program Pengelolaan Pendidikan;  

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan;  

c. Program Konvergensi OPD terkait. 

4. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan 

Daya Dukung Lingkungan 

Sulawesi adalah salah satu wilayah di Indonesia yang sering terjadi bencana 

alam (gempa, tsunami dan likuifaksi), meningkatnya luasan lahan kritis dan 

degradasi kualitas lingkungan, yang berpotensi menambah ancaman bencana 

alam. Profil PKN, PKW dan PKSN di wilayah Pulau Sulawesi menunjukkan rata- 

rata multirisiko tinggi sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian 

pemanfaatan ruang sampai dengan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi 

bencana alam. Keadaan lingkungan hidup di wilayah Pulau Sulawesi dapat 

diindikasikan dari beberapa kondisi antara lain kerusakan hutan dan lahan 

kritis, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. 

Berdasarkan data statistik lingkungan hidup Tahun 2010 diperoleh informasi 

bahwa kerusakan hutan di seluruh wilayah Pulau Sulawesi pada akhir Tahun 

2008 mencapai sekitar 12.150 hektar, yang terdiri dari perambahan hutan 

9.476 hektar dan 2.674 hektar penebangan liar terhadap batang dan kayu 

bulat. 

Selain itu Peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah tepatnya di Palu, Donggala, 

Parigi Moutong dan Sigi, pada, 28 September 2018, benar-benar membuat 

kondisi daerah tersebut lumpuh. Gempa yang diiringi dengan tsunami yang 

berkuatan magnitudo 7,4 membuat rusak dan hancur seluruh sarana dana 

prasarana seperti bangunan, jalan, dan jembatan. Data dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikeluarkan pada 21 Oktober lalu 

menunjukkan bencana alam di Palu menyebabkan 2.256 orang warga 

meninggal dunia, yang mengalami luka berat mencapai 4.612 orang, dan 
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warga yang mengungsi sebanyak 223.751 orang, untuk korban yang tidak 

ditemukan sebanyak 1.309 orang. Selanjutnya untuk bangunan yang 

terdampak bencana yakni sebanyak 68.451 rumah rusak, 265 sekolah rusak, 

327 rumah ibadah rusak, dan 45 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, 

Terkait penanganan pasca bencana alam ini Kementerian Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang mengamanatkan kepada Badan Pengembangan 

Infrasturktur Wilayah (BPIW) untuk membuat rencana tapak dan ikut membuat 

rencana induk relokasi penduduk bersama kementerian/lembaga terkait. 

Rencana tapak ini berisi rancangan permukiman warga yang dilengkapi 

dengan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). Rancangan tersebut 

merupakan tindak lanjut dari pembuatan rencana induk. Fasum dan fasos 

yang disediakan seperti gedung sekolah SD, SMP, dan SMA, Kemudian juga 

akan dibangun posyandu dan puskesmas, Selain itu akan dibangun tempat 

peribadatan, pertokoan, dan pasar lingkungan. Selanjutnya akan dibangun 

ruang terbuka hijau, jalan, dan permukiman. Untuk total rumah yang akan 

dibangun diperkirakan mencapai 14 ribu unit dan total luas kawasan relokasi 

ini diperkirakan 82.192 ha atau mencapai 821.920 m2. Ke depan, penduduk 

akan direlokasi di empat tempat yang sudah di survei, yakni kawasan Duyu 

yang berada di Kota Palu, Talise dan Tondo yang berada di Kota Palu, dan 

Pombewe yang berada di Kabupaten Sigi. Satu lokasi lagi berada di Kelurahan 

Petobo. Penduduk yang diprioritaskan untuk direlokasi adalah yang terkena 

bencana alam tersebut pemerintah provinsi kemudian melakukan kajian 

kebencanaan utamanya di wilayah Palu Donggala Sigi dan Parigi Moutong 

(Padagimo). Tidak hanya itu, temuan-temuan dan hasil kajian dari tim ahli 

(konsultan) sebagai mitra Pemerintah semestinya diuji kualitas dan 

keakuratannya dan menyelaraskannya dengan bidang bidang pembangunan 

yang lain guna mengutamakan aspek kebencanaan ke dalam perencanaan 

pembangunan secara umum dan secara khusus bagi kebijakan RTRW itu 
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sendiri. Program prioritas tersebut dalam upaya mewujudkan Sulteng 

Tangguh, yang bertujuan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat 

mewujudkan: (a) Kabupaten/kota tangguh bencana; (b) Percepatan pemulihan 

pasca bencana cepat dan tuntas; (c) Peningkatan kualitas penataan ruang dan 

wilayah; (d) Pengendalian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (e) 

Menghentikan kerusakan hutan, lahan dan sumber daya air. Hal tersebut 

dilakukan melalui program:  

a. Program Penanggulangan Bencana;  

b. Program Pengembangan Perumahan;  

c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;  

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;  

c. Program Penyelenggara Penataan Ruang;  

d. Program Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 

7. Program Pengelolaan DAS; dan  

e. Program Pengelolaan Hutan. 

Sulteng Sejahtera bertujuan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah untuk mewujudkan: (a). Bantuan Bagi Rumah Tangga Miskin; (b). 

Pelatihan Pembinaan Bagi Wirausaha, melalui Program :  

a. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;  

b. Program Pemberdayaan Sosial;  

c. Program Rehabilitasi Sosial;  

b. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;  

c. Program Pengelolaan SDA;  

d. Program Penyediaan Air Minum;  
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e. Program Pengembangan Perumahan;  

f. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja; 

g. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;  

h. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;  

i. Program Penyelenggaraan Jalan;  

j. Program Pengelolaan DAS;  

k. Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera;  

l. Program Pemberdayaan Sosial;  

m. Program Perlindungan & Jaminan Sosial;  

n. Program Pembinaan Perpustakaan;  

o. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil;  

p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;  

q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;  

r. Program Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan;  

s. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;  

t. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian;  

u. Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat 

Veteriner; 24. Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana 

Pertanian; 

v. Program Penyuluhan Pertanian;  

w. Pengelolaan Pendidikan;  

x. Pengendalian Perizinan Pendidikan;  

y. Pengembangan kurikulum, Pendidik dan tenaga kependidikan;  
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z. Pengelolaan Pendidikan;  

aa. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan & 

Kemandirian Pangan;  

bb. Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat;  

cc. Program Penanganan Kerawanan Pangan;  

dd. Program Peningkatan & Daya Tarik Destinasi Pariwisata;  

ee. Program Pemasaran Pariwisata;  

ff. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif;  

gg. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan 

Masyarakat; 37. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;  

hh. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;  

ii. Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian;  

jj. Program Penyediaan & Pengembangan Prasarana Pertanian; 

kk. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;  

ll. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro 

(UMKM);  

mm. Program perencanaan dan pembangunan industri;  

nn. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

5. Percepatan Reformasi Birokrasi 

Menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu 

memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi 

sebagai pelayan kepada masyarakat, yang dapat mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia 

aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis untuk 
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meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis 

IPTEK, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, 

efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui 

penegakan supremasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh 

pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan di 

hadapan hukum (equality before the law) serta menjunjung tinggi penegakan 

Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah Membangun Aparatur 

Sipil negara yang profesional, Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran 

dan Akuntabilitas Birokrasi yang bertransformasi dari Money Follow Function 

menjadi Money Follow Program, Reformasi Kelembagaan Birokrasi yang efektif 

dan efisien, serta Reformasi Pelayanan Publik yang berkualitas melalui 

digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan 

penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan sesuatu keniscayaan 

sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area 

perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) 

Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) 

Penataan Tatalaksana; (5) Penataan sumber daya aparatur; (6) Penguatan 

akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas 

pelayanan publik. Hal tersebut dilakukan melalui program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.  

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

2.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas  

umum daerah yang menambah ekuitas  dana, sebagai hak pemerintah daerah  

dalam satu tahun anggaran dan  tidak  perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh 
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pendapatan daerah  dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai 

makna bahwa jumlah  pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi 

dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan   

tersebut   dan/atau    dikurangi   dengan   bagian    pemerintah pusat/daerah lain 

dalam  rangka bagi hasil. Pendapatan  daerah  merupakan perkiraan  yang  

terukur secara rasional yang dapat  dicapai  untuk  setiap sumber pendapatan. 

Dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah provinsi Sulawesi tengah 

senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli 

daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya intensifikasi dan 

extensifikasi. Peningkatan pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap penerimaan dari dana transfer yang berasal dari pusat. 

Sumber utama PAD adalah pajak kendaraan bermotor, bea-balik nama kendaraan 

bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sehingga perlu dilakukan 

terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali 

sumber-sumber pendapatan lainnya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah 

perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan 

extensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, 

pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi 

pendapatan yang diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan pendapatan.  

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat, 

pemerintah daerah Sulawesi tengah dituntut untuk mampu menciptakan suatu 

perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun 

dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntasi pemerintah 

daerah Sulawesi tengah. Pada prinsipnya untuk meningkatan kinerja pendapatan 

daerah tahun 2024 dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan extensifikasi 

pendapatan. Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan 

pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan 
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daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah 

yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), Adapun upaya intensifikasi 

pendapatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan pajak dan retribusi 

daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan 

perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.  

2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sangsi dan tunggakan 

pajak dan retribusi daerah.  

3. Optimalisai pendapatan pajak daerah dengan penerapan aplikasi penerimaan 

pajak secara elektronik (online system), Serta peningkatan pengelolaan 

penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik.  

5. Optimalisasi penerapan e-samsat melalui integrasi dengan samsat online 

nasional, pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui 

mobile banking dan telkomsel t-cash serta penambahan multichannel bank.  

6. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit samsat 

keliling, samsat transaksi antar jemput antar kampung (samsat tanjak).  

7. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan 

daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD.  

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatatan 

kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi 

ruang pelayanan samsat, melaksanakan transaksi non-tunai untuk seluruh 

jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan 

prosedur disetiap kantor unit pelayanan pendapatan. 

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan 

daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya 

peningkatan pendapatan daerah melalui peluasan dan penambahan objek 

pungutan baru dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :  
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1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru 

serta penyesuaian tarif dengan pemberlakuan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Penambahan unit kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari 

jangkauan serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi 

masyarakat di pedesaan.  

3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar 

dengan badan pengatur hilir (BPH MIGAS) serta mengupayakan pertukaran 

data dan informasi secara realtime.  

4. Peningkatan Kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi 

peningkatan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK 

serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan 

kewajiban kurang bayar DBH kepada Daerah. 

 

2.2.3 Pengelolaan Belanja Daerah 

Kebijakan alokasi belanja KUA-PPAS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 

berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran 

kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan 

dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanan tugas, 

pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas 

perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja 

daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah 

ditetapkan.  

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah 

yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai 
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pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun 

anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan 

pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan 

pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait 

pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan 

dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang 

dimiliki daerah.  

Berkaitan dengan Pembangunan Nasional, belanja di daerah juga harus 

mampu mendukung hal tersebut. Penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap 

kegiatan yang produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi  daerah. 

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam 

konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan 

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan 

kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki 

korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan 

dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. 

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan 

aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja diarahkan untuk 

mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari 

belanja dimaksud diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).  
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Struktur belanja Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 55 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, yang terdiri atas: 

1. Belanja Operasi 

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-

hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Proyeksi 

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dirinci atas jenis sebagai berikut : 

a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang 

diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan 

anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :  

1) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah 

dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;  

2) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada 

belanja SKPD Sekretariat DPRD;  

3) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD masing-masing. 

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan 

tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan 

lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil 

kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang 

selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan 

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan 
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kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah 

yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam 

objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja 

perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.  

c. Belanja Hibah terbagi dua yaitu belanja hibah uang dan belanja hibah 

barang, dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja 

hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara 

spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah diberikan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara 

terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah 

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan 

sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam 

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan 

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 

rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;  

d. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan 

dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah 

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
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Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial 

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, 

keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 

menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 

berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 

merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 

fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja 

bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam 

kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa 

bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima 

bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan 

bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub 

kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 

berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon 

penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

2. Belanja Modal 

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang 

dilakukan dalam rangka pengadaan  aset  tetap dan aset lainnya.  Pengadaan 

aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan  

c. Batas minimal kapitalisasi aset tetap. 

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu: 

a. Berwujud;  

b. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;   
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c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan  

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Kebijakan penganggaran belanja modal memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan 

peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan untuk 

membuka banyak lapangan kerja serta untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat.  

3. Belanja Tidak Terduga 

Ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:  

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 

diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran 

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan 

sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.  

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing 

pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Keadaan darurat meliputi:  

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

2)   operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

d. Keperluan mendesak meliputi:  

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;  

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;  
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(a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 

pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 

setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: (1) belanja 

pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; 

dan (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran 

telepon, air, listrik dan internet.  

(b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk 

terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan 

kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok 

pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau  

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;  

5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah 

tahun-tahun sebelumnya. 

4. Belanja Transfer 

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah 

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah 

kepada pemerintah    desa.  

a. Belanja Bagi Hasil 

Belanja  bagi  hasil  digunakan   untuk  menganggarkan  bagi  hasil   yang 

bersumber   dari   pendapatan    provinsi   kepada   kabupaten/kota    atau 

pendapatan  kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  atau  
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pendapatan pemerintah  daerah  tertentu kepada pemerintah daerah  

lainnya  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah setelah  memprioritaskan pemenuhan 

belanja  urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan 

serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh  peraturan perundang-

undangan kecuali  ditentukan lain  sesuai  dengan   ketentuan  

perundang-undangan.   Belanja  bantuan keuangan diberikan  kepada 

daerah lain dalam rangka  kerjasama daerah, pemerataan peningkatan 

kemampuan keuangan, dan/atau  tujuan tertentu 

 

2.2.4 Pengelolaan Pembiayaan 

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk 

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baikpada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan 

Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian 

Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan 

Modal Daerah. 

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk 

menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran 

Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal 

(Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian 
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Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan 

(SiLPA). 

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan 

realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 

sebagai berikut: 

Tabel 2.12 

Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 

 

Anggaran (Rp) Realisasi  (Rp) %

PENDAPATAN 6.028.674.056.639,00   5.555.534.543.556,52   92,15    

BELANJA 6.319.619.390.136,00   5.717.963.449.168,56   90,48    

SURPLUS / (DEFISIT) (290.945.333.497,00)     (162.428.905.612,04)     55,83    

PEMBIAYAAN NETTO 290.945.333.497,00      290.945.332.497,33      100,00  

 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN -                             128.516.426.885,29      -       

Uraian
2024

 
 

2.3  Pengungkapan Kinerja Mandatory Spending Dalam Postur APBD 

Belanja daerah di dalamnya telah termasuk mandatory spending atau 

belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada 

proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib 

dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain: 

1. Alokasi anggaran pendidikan  

Dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menganggarkan dan 

merealisasikan Alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 

pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 49 ayat (1). Adapun perincian alokasi anggaran dan realisasi 

bidang pendidikan sebagai berikut: 

Komponen Perhitungan PERUBAHAN APBD 2024 % dari total 
Anggaran untuk 
fungsi 
Pendidikan 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 

a. Urusan Bidang 
Pendidikan: 

1.289.894.659.425,00  1.221.216.917.029,00  92,74% 

 1) Belanja Operasi: 1.105.129.722.983,00 1.048.675.364.888,00   
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